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FERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 31 Taims 715

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAEBAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang bahwa sesual ketentuan Pasal 9 Feraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Momor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Tahun Anggaran
2014 lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Feraturan Bupat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentuikan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn lingkungan Propins: Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950}

2, Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembarsn MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  fentang
Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomaor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemermnlah Fusat dan Pemenntahan
Daerah (Lembaran Megara Republk Indonasia Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Megara Republk Indenesia Momaor
4438Y:

5. Undang-Undang Momor 27 Tahun 2009 tentang Majehs
Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan
~erwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
iLembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5043);



6 Undang-Undanj Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Dagrak
dan Reinbusi Dasrah {Lembaran Megara Republik Indonasia
Tahun 2008 Nomoar 130, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 5049),

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5234}

8. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 53587

9 Peraturan Pemerintah Nomaor 56 Tahun 2005 tentang Sister
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonasia Tahun 2005 Momor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4576} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kevangan Daerah
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tabun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia hMomor
5155);

Peraturan Pemernntah Momor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar Pelayanan

Minimal {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan FPengawasan Pernyelenggaraan
Pemenniahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 165 Tambahan MNegara Republik
Indonesia Nomor 45821

Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinena Instansi  Femerintah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008
Momor 25 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Mormor 4614);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 fentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintak,
Pemerintshan Daerah Provine dan Pemerintahan Daerak
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Momor B2, Tambahan Lembaran MNegara
MNomaor 4347),




14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepads Parta Politk (Lermbaran MNegars Repubiik
Indonesia Tahun 2009 Monior 18, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4672) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintzh Nomor 5
Tahur 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2012
Momor 1943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesria
Momor 53531];

15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentf Pemungutan Pajak
Daarah dan Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

MNegara Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemenntahan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5185),

17.Peraturan Pemerintah Momor 30 Tahun 2011 Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2011
Momor 58, Tambahan Lembaran MNegara indonesia
MNomor 5219);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara REepublik Indonesia
Nomor 5272):

19, Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2090 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali dbah, lerakhir dengan Peraturan Presiden
Momor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Perubahan  Peraturan Presiden Momaor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Bearang/lasa Pemenntah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133
Tambahan Lembaran Negara  Republklk  Indonesia
Momor 5334);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menien Dalam
Negen Nomoar 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kauangan Dasrah:

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendaharz Sera Penyampaiannya;

22 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 24 Tahun 2009
lentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran
Calam APBD, Pengajuan . Penysluran, dan Laporan
ie:_:;knggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Para
olitik,



23 Peraluran Mentén Dalam Negen Nomogr 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Banluan Sosal yang
Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Megen MNomor 38 Tahun 2012 tentang Pembahan Alas
Peraturan Menteri Dalam MNegern Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hiban dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

24 Peraturan Menteri Dalam Megen Nomor 27 Tahun Z013
tentang Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014

95 Peraturan Menteri Dalam Negesn Nomor 1 Tahun 2074
tentang Pembeniukan Produk Hukum Daerah,

26 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomaor 1 Tahun 2007
fentang Pokok-pokok  Pengelclaan  Keuangan Dazrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomar 1)

27 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomer 6 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tanun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Naomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 {Lembaran Daerah Kabupaten Bekas: Tahun
2014 Nomaor 1};

28 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2014
tetang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2014 Nomor 5);

%0 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2014
tentang Organisas: Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomaor 3)

31 Peraturan  Dasrah  Nomeor 03 Tabun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran FPendapatan
dan Betanja Daerah Tashun Anggaran 2074 (Lembaran
Daerah Kabupalen Bexasi Tahun 2015 Nomor 03}

32, Peraturan Bupati Bekasi Momor 1 Tahun 2074 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2014 Nomaor 1),

33, Peraturan Bupal Bekasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Fenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupalen
Bekasi Tahun 2014 Nomor 23).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
FENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2C14

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014
1 FPendapatan

a Pendapatan Asli Daerah Ro. 1 547 787 545 382 00

k. Dana Pernmbangan Rp.1.556 108.125.342 00

¢ l.ain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 2820420593 214.00

Jumlah Pendapatan Rp 3.924 216 657 938.00
Z Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 1.277 8684 656.720.00
2) Belanja Hibah Rp. 02749681 .000.00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 54295 000.000.00
B) Belanja Bagi Hasil Rp: 128214 611.000.00
71 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 5864682060000
8) Belanja Tidak Terduga Rp _ 2.089356912.00

Rp 1.613.870.126.232.00

b Balanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 61.112.9859.500.00
2) Belanja Barang dan Jaga Rp 917 576.648.326.00
3) Belanja Modal Bp.1.168.556.174.474.00
Rp 2147 245812 300.00
Jurnlah Belama Rp.3761.215 938 532.00
— « Surplusf(Defisit) Rp. 163.100.729 406,00

3. Pembiayaan
a. Penermaan Fp.709.121.954 383.00
b. Pengeluaran Rp. 35.303.050.000,00

Jumnilah Pembiayaan Neto Rp. 6738889804 353.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp, B36.589.633.7958.00




Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Bekasiini.

FPazal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lebih
lanjut terinci kedalam penjabaran laporan realisasi anggaian.

Pazal 4

Perjabaran |aporan realisasi anggaran sebagaimana lercantum dalam Fasal 3
tercantum dalam lampiran || Peraturan ini.

Pasal &

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 6
Faraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku paga tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinysa memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bekas

Ditetapkan di Cikarang P‘UEET_

pada tanggal 5 e

¥BUPATI BEKASI

EM&@MAH YASIN




